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BAB II 

KONDISI  OBYEKTIF PENGADILAN 

AGAMA SERANG 

 

A. Pengadilan Agama Serang 

1. Sejarah Pengadilan Agama Serang 

Peradilan Agama sebagai sistem sosial yang mandiri dan 

kuat. Kerajaan Islam yang  telah ada sebelumnya menegakkan 

hukum Islam dan melembagakan sistem hukum sebagai bagian 

integral dari seluruh sistem pemerintahan dalam yurisdiksinya.  

 Berdasarkan keyakinan ini, ahli hukum Belanda  I.W.C 

Van Den Bergmengembangkan pendapat bahwa hukum yang 

berlaku bagi penduduk asli Indonesia  adalah hukum agama 

mereka, atau hukum Islam. Teori ini dikenal dengan teori 

receptie in complexu. 

Teori receptie in complexu lah yang mendasari hingga 

I.W.C Van Den Berg berpendapat bahwa pengadilan agama 

sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat 

pemerintahan kolonial yaitu didasarkan pada aturan kebiasaan 
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semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional (pribumi) di 

dalam perundang-undangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri 

memberikan kemungkinan untuk itu dan karenanya pengadilan 

agama yang ada sebelum staatsbald 1882 No. 152 adalah sah. 

Sejak tahun 1800, Pemerintah India Timur di Belanda 

telah secara tegas mengakui bahwa hukum Islam (hukum Islam) 

berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Aturan ini 

tertuang dalam hukum tertulis 78 reglement op de beliedder 

regeerings van nederlandsch indie, 1854 No. 129 regreeing 

reglement (RR) staatsblad dan 1855 No. 2 staatsblad. Tata cara 

ini mengakui hukum agama (pemujaan taruhan). 

 Di antara 1882 dan 1937, ketika adat nasional Indonesia 

diberlakukan, Pengadilan Agama lahir dalam bentuk formal 

sebagai badan peradilan pertama (Jawa dan Madura) yang dekat 

dengan Indonesia. Termasuk dalam 24 staatsblad 1882 No. 152. 

Peradilan ini disebut Inkuisisi, biasa disebut Pengadilan Agama 

atau Raad Agama, dan akhirnya Peradilan Agama. Sejak 

keputusan Raja Belanda itu dideklarasikan dalam Staatsblad 1882 
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No. 153 sejak 1 Agustus 1882, maka tanggal lahir Peradilan 

Agama Indonesia dapat dikatakan 1 Agustus 1882.
1
 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga 

terpenting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. 

Peradilan Islam lahir menyusul berlakunya Ordonansi tahun 

1882, yang membentuk lembaga peradilan bernama 

“Priesterraad”. Bagi umat Islam, keberadaan peradilan 

merupakan syarat mutlak. Harus ada peradilan di mana pun Islam 

dan pemeluknya berada, karena berhubungan langsung dengan 

Islam dan pemeluknya. Karena bertindak sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa.
2
 

Peradilan Agama adalah salah satu pengadilan negara 

yang sah di Indonesia dan merupakan pengadilan khusus yang 

berwenang untuk beberapa jenis urusan perdata Islam terhadap 

Muslim Indonesia. 

Dalam masyarakat Indonesia, yakni sejak Islam masuk ke 

Indonesia, yurisdiksi keagamaan telah lama ada dalam 

                                                 
1
A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 

2006), h. 38. 
2
Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, ( Sulawesi Selatan: IAIN 

Parepare Nusantara Press, 2021), h. 9. 
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masyarakat Indonesia dalam bentuk sederhana Turkim, sebuah 

lembaga penyelesaian konflik antar umat Islam  yang dipimpin 

oleh para ahli agama. Sistem Turkim, asal muasal keadilan 

agama, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan 

masyarakat Islam di Nusantara, yang memberlakukan hukum 

perkawinan dan waris, yang merupakan rangkaian entitas yang 

menjadi bagian dari agama Islam. Keadilan agama sebagai sistem 

hukum yang telah ada sejak  Islam masuk ke Indonesia  diakui 

pada tahun 1882 di Jawa dan Madura. Kalimantan Selatan pada 

tahun 1937, pada tahun 1957 meluas di seluruh wilayah 

Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam organisasi peradilan dan 

perkembangannya.
3
 

Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan 

Banten ke 5 pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan 

Abulmafakhir Mahmud Abdul kadir wafat, memerintah sampai 

dengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya 

susltan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai 

                                                 
3
A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, ..., h. 19. 
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pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi dipercaya kepada 

pangeran Madura dan Wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai 

Qadhi atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran 

Jayasentika, tapi karena pangeran Jaya Sentika meninggal tidak 

lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan 

ibadah haji, maka jabatan Qadhi diserahkan kepada Entol kawista 

yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin. 

Kesultanan Bnaten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin 

(1552-1570) yang kemudian dilanjtkan oleh putra-putranya 

secara turun temurun masing-masing: Maulana Yusuf (1570-

1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan 

(1580-1596), Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-

1651), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya. 

Ketika kelompok-kelompok masyarakat Muslim mulai 

berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. 

Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian 

suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan 

secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak yang 

berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan 
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perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui 

bahwa Peradilan Agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-

mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat 

dipahami  mengingat jabatan dan fungsi “hakim” atau “qadhi” 

merupakan alat  kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari 

beberapa referensi tidak ditemukan nama-nama qadhi-qadhi 

berikutnya setelah Entol Kaswita. Kedatangan Belanda di 

Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi 

perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur 

tangan mereka pada masa lalu itu akibanya hingga terasa hingga 

saat ini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih 

untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, belanda 

mengeluarkan keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 (Stb. 

1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 

dengan tidak menafikan keberadaan qadhi pada masa kesultanan 

Banten tersebut, yang dijadikan dasar hukum Pembentukan 

Pengadilan Agama di Negara kita termasuk Pengadilan Agama 

Serang. Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada 

masa kolonial Belanda yang disebut “priesterraden”dimuat 
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dalam staatsblad 1882 No 52, antara lain disebutkan pasal 1: 

“disamping setiap landraad di Djawa dan di Madoera diadakan 

satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan 

wilajah hoekoem Landraad”. Pasal 2: “Pengadilan Agama 

tersusun atas Panghoeloe jang diperbantukan kepada Landraad 

sebagai ketua. Sekoerang-koeranja tiga  dan sebanjak-banjaknja 

delapan. 

Dalam menyusun sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak 

ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan acuan untuk 

menentukan secara akurat kapan Inkuisisi pertama kali didirikan. 

Namun, berbekal catatan Agus Chumaidy, BA (Ketua PYMT, 

1976-1979 dan 1983-1988  

2. Kompetensi Absolut 

Berdasarkan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 

Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 

1999 jo Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004; dan 

kemudian dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 4 

Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman, yang menjadi naungan 
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Mahkamah Agung. Yang dilaksanakan pada beberapa pengadilan 

yakni; 

a. Peradilan Umum 

b. Peradilan Agama 

c. Peradilan Militer, dan 

d. Peradilan Tata Usaha Negara. 

Keempat peradilan ini di bawah naungan Mahkamah 

Agung sebagai penyelenggara kekuasaan negara di  bidang 

yudikatif. Maka sebab itu MA bertindak secara konstitusi untuk 

mengontrol peradilan, yang menegakkan hukum dan keadilan  

sebagai pengadilan negara. Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 2 UUD jo 

Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan dasar dari 

sistem peradilan negara Indonesia, yang dibagi dan dipisahkan 

menurut yurisdiksi atau sistem peradilan yang berbeda.
4
 

Adapun kewenangan Peradilan Agama berlandaskan UU No. 

7 Tahun 1989 tentangperadilan agama, Pasal 49 ayat : 

(1) Peradilan agama menyelidiki dan menetapkan 

masalah perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah. 

                                                 
4
Yahya Harahap, Hukum Aacara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), h. 230. 
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(2) Kami menetapkan bahwa bidang perkawinan menurut 

huruf a pada ayat 1 adalah suatu hal yang diatur atau 

berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang 

berlaku. 

(3) Ayat (1) Huruf b menjelaskan tentang pewarisan, 

menentukan ahli waris menurut undang-undang, 

menentukan jumlah harta yang ditinggalkan oleh ahli 

waris, dan menentukan bagian masing-masing ahli 

waris. 

Pada pasal 49 ayat (2)UU No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan menjelaskan tentang beberapa hal yakni: 

a. Izin memiliki istri lebih dari satu; 

b. Izin melaksanakan pernikahan sebelum 

mencukupii standar umur menikah menurut UU 

perkawinan, dengan syarat orang tua wali 

memberikan restu. 

c. Keringanan melaksanakan nikah; 

d. Adanya Pencegahan dalam perkawinan; 

e. Pegawai Pencatat Nikah melakuakan penolakan 

perkawinan. 

f. Pengabaianpada perkawinan; 
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g. Gugatan kelalaian bagi suami atau istri bagi yang 

tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. 

h. Perceraian karena talak; 

i. Gugatan perceraian; 

j. Permohonan harta bersama 

k. Perkara penyelasaian hak asuh anak; 

l. Ibu dapat bertanggung jawab atas biaya hidup dan 

pendidikan anak apabila bapaknya tidak bisa 

bertanggung jawab. 

m. Penentuan dalam menjalankan kewajiban 

membiayai istri dari bekas suami atau bekas istri. 

n. Putusan perihal sah atau tidaknya hak asuh anak. 

o. Putusan perihal putusnya kekuasaan orang tua 

dalam kepemilikan hak assuh anak. 

p. Pencabutan pada kekuasaan bagi wali sang anak; 

q. Penunjukan seseorang untuk menggantikan 

kedudukan wali pertama yang telah dicabut, hal ini 

dilakukan oleh pengadilan. 

r. Penunjukan  wali bagi anak dibawah umur yang 
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sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, di 

lakukan di pengadilan.  

s. Pemberian ganti rugi untuk anak yang telah 

mengalami kerugian atas harta benda selama 

dalam kekuasaan sang wali, harta ini diberikan 

oleh sang wali di pengadilan. 

t. Menentukan asal usul anak; 

u. Keputusan penolakan untuk memberikan informasi 

dalam kasus perkawinan campuran.  

v. Pernyataan Keabsahan Perkawinan ditandatangani 

sebelum UU No.1 Pernikahan tahun 1974 dan 

diberlakukan berdasarkan Peraturan lain.
5
 

Dari rangkaian diatas sudah jelas bahwa yurisdiksi mutlak 

pengadilan adalah untuk menyelidiki, mengadili dan mengatur 

kasus-kasus umat Muslim di bidang perkawinan, warisan, wasiat, 

sumbangan, wakaf dan sedekah (Pasal 50/2009 UU, Pasal 49).
6
 

 

                                                 
5
Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi 

Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2001), h. 141. 
6
Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: 

prenadamedia Group, 2018), h. 85.  
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3. Kompetensi Relatif 

Kekuasaan relatif pengadilan adalah kekuasaan 

lingkungan peradilan tertentu di bawah yurisdiksinya. Ini berarti 

bahwa pengadilan hanya dapat membuat keputusan jika subjek 

atau subjek berada dalam yurisdiksi pengadilan itu. 

Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) 

HIR, yang berwenang mengadili. suatu perkara perdata adalah 

pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal tergugat (actor sequitur forum rei).  

 Secara khusus dan terperinci tentang wewenang relatif 

Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/ 142 RBg yang 

mengatur sebagai berikut: 

1. Proses perdata  tingkat pertama di bawah yurisdiksi 

pengadilan negeri diajukan di pengadilan negeri. 

Yurisdiksi pengadilan negeri meliputi tempat tinggal 

terdakwa, atau tempat tinggal sebenarnya jika tempat 

tinggal tidak diketahui. 

2. Jika ada beberapa tergugat, titipkan mereka di salah satu  

tempat tinggal atas pilihan penggugat. 
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3. Apabila tempat tinggal dan tempat tinggal tergugat tidak 

diketahui, maka diajukan kepada hakim ketua pengadilan 

negeri tempat tinggal penggugat atau salah satu 

penggugat.  

4.  Jika masalahnya adalah benda tetap (tidak bergerak), 

suatu perkara diajukan di pengadilan negeri tempat benda 

tetap itu berada, dan jika benda tetap itu berada di 

beberapa daerah hukum pengadilan negeri, maka 

diajukanlah suatu perkara. Ke salah satu pengadilan 

negeri yang dipilih oleh penggugat.  

5.  Jika kontrak (sertifikat) menyatakan bahwa lokasi telah 

dipilih, proses akan diajukan di tempat tinggal yang 

dipilih dan proses akan diajukan di tempat tinggal yang 

dipilih.  

6.  Tentang permohonan pembatalan perkawinan yang 

diajukan kepada PN di daerah tempat perkawinan 

dilangsungkan atau tempat tinggal kedua pasangan.  

7.  Menurut 207BW, prosedur perceraian akan diajukan ke 

PN di tempat tinggal suami. Namun, jika suami dengan 
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niat jahat meninggalkan rumah, proses akan diajukan di 

PN tempat tinggal  istri yang sebenarnya.  

8. Bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sebagai 

hakim, pegawai negeri sipil di daerah tempatnya bekerja 

(Pasal 29 BW)  adalah pegawai pada majikan dan menjadi 

tanggung jawab pengadilan negeri tempat tinggal majikan 

(Pasal 22 BW). 

9. Kepailitan, Pengadilan Niaga  (Pasal 99 (15) RV), yang 

telah dinyatakan pailit oleh tergugat, bertanggung jawab. 

UU Pasal  37 Pelunasan Utang Pasal 3. Peminjam yang 

berwenang (vrijwaring)  adalah PN pertama yang 

diperiksa (Pasal 99Para. 14RV).
7
 

 

B. Kondisi Geografis  

Secara geografis, Pengadilan Agama Serang terletak di 

antara 32 wilayah dan 351 desa atau kelurahan, berlokasi di Jl. 

K.H. Abdul Hadi No.29, Cipare, Kota Serang Banten 42117. 

 

 

 

                                                 
7
Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia,...,h.88. 
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C. Visi Misi Pengadilan Agama Serang 

1. Visi Pengadilan Agama Serang 

Terbentuknya Pengadilan Agama Serang yang Agung. 

2. Misi Pengadilan Agama Serang 

a. Menjadi Pengadilan yang ber asasederhana, waktu 

cepat, minim biaya serta transparan; 

b. Mengefesiensikan tertib administrasi serta 

mengegektifkan  manajemen Peradilan. 

c. Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan 

hukum; 

d. Membuat  putusan yang lebih berkualitas; 

e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan; 

f. Meningkatkan penyerapan anggaran DIPA yang 

akuntabel. 

 

D. Tugas Pokok Dan Fungsi 

Peradilan Agama Serang berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 

UUD 1945 merupakan salah satu badan peradilan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, bersama dengan Pengadilan Negeri, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. dalam Ayat 
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2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan 

agama:  

“Peradilan agama adalah perdata tertentu yang diatur 

dalam undang-undang ini dan salah satu penegak 

peradilan bagi mereka yang mencari keadilan bagi 

seorang muslim”. 

 

Di bawah undang-undang ini, pengadilan agama memiliki 

prinsip kepribadian Islam. Ada (3) Tugas hukum menurut hukum 

perdata menurut hukum Islam. 

1. Tugas Pokok 

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama 

berisi perihal kewajiban dan kewenangan pengadilan 

agama Serang. Pasal 49, Inkuisisi mempunyai kewajiban 

dan wewenang untuk menyelidiki, menetapkan, dan 

menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, 

penghargaan, wakaf, zakat, infak, shodako, dan ekonomi 

syariah pada tingkat pertama di bidang ini.  

2. Fungsi pengadilan 

Selain adanya tugas utama pengadilan, 

pengadilann juga mempunyai beberapa fungsi yakni: 
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a. Peradilan berwenang untuk menyelidiki dan 

memutuskan Perkara dalam yurisdiksinya.. 

b. Fungsi manajemen, memberikan pelayanan kepada 

pihak kepengurusan, sekretariat, dan pendaftaran 

untuk orde pertama. Artinya, memberikan pelayanan 

manajemen kepada panitera kejadian tingkat pertama 

yang terkait dengan semua elemen di lingkungan 

Pengadilan Agama Serang. 

c. Peran pendampingan adalah memberikan informasi, 

wawasan serta nasehat hukum perdata Islam pada 

pemerintah Kota Serang dan Kabupaten. 

d. Untuk fungsi lain, yaitu nasihat hukum, penyelidikan, 

penyidikan, dll.
8
 

 
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang 

Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Serang mengacu 

pada Peraturan Mahkamah Agung Republik aiandonesia Nomor 7 

Tahun 2015 (PERMA RI NO 7 TAHUN 2015) tentang 

                                                 
8
http://www.pa-serang.co.id Tugas dan Fungsi Bulan Desember 

Tahun 2020. 

http://www.pa-serang.co.id/
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Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peadilan. 

No. Nama Jabatan 

1. Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H. Ketua 

2. Firdaus, S.Ag. Wakil Ketua 

3. Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H. Hakim 

4. Firdaus, S.Ag. Hakim 

5. Drs. H. Ahmad, M.Hum. Hakim 

6. Dra. Hj. Titin Kurniasih. Hakim 

7. Drs. Uki Hakim 

8. Dra. Nurnaningsih, S.H Hakim 

9 Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. Hakim 

10. Drs. H. Muhammad Umar, S.H., MHI. Hakim 

11. Drs. Abd Hamid Hakim 

12. Dra. Hj. Hulailah, M.H. Hakim 

13. Dr. Hj. Ai Jamilah, M.H. Hakim 

14. Dra. Destina Hakim 

15. Drs. Hasan Hariri Hakim 
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16. Tuti Sudiarti, S.H., M.H. Hakim 

17. Hj. Afiah, S.Ag Panitera Muda Hukum 

18. Ida Zahrotul Hidayah, S.H Panitera Muda Gugatan 

19. Kiki Yuliantika, SHI Panitera Muda 

permohonan 

20. Acep Saefullaoh, S.H., M.H. Panitera Pengganti 

21. Andini Puspita Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti 

22. Evi Firmansyah, S.H. Panitera Pengganti 

23. Lismawati, S.H Panitera Pengganti 

24. Humsiyah, S.H. Panitera Pengganti 

25. Intan Yani Astira, S.H. Panitera Pengganti 

26. Kiki Yuliantika, S.HI. Panitera Pengganti 

27. Muflihatun, S.Ag. Panitera Pengganti 

28. Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H., M.H. Panitera Pengganti 

29. Ricky Adje Purnama, S.HI. Panitera Pengganti 

30. Siti Juleha, S.H, M.H. Panitera Pengganti 

31. Sunarya Panitera Pengganti 

32. Babay Suhaedi Hanafie Jurusita 
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33. H. Rudi Andiwijaya Jurusita 

34. Imung Muhidin Jurusita 

35. Miratus Su’udi Jurusita 

36. Syaflidar, S.Ag Jurusita 

37. Aji Haerul Fallah Jurusita Pengganti 

38. Desti Prihatinib Jurusita Pengganti 

39. Dina Aliyah, A.Md Jurusita Pengganti 

40. Imas Masruroh, SE Jurusita Pengganti 

41. Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E. Kasubag Umum dan 

Keuangan 

42. Sumadi ST Kasubag Perencanaan, 

IT dan Pelaporan 

43. Asriningsih, S.E. Kasubag Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 

Laksana
9
 

 

 

 
 

                                                 
9
Pa-serang.co.id Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang Bulan 

Desember Tahun 2020. 


